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KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR 188.45/998/SETDA/2018

TENTANG

PENETAPAN POHON KINERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017-2022

Menimbang

Mengingat

Menetapkan :

KESATU

—

SEKRETARIAT DAERAH,

bahwa dalam rangka perumusan kinerja utama dan indikator
kinerja untuk masing-masing eselon secara hirarki pada unit
kerja Sekretariat Daerah, perlu menetapkan pohon kinerja
pada Sekretariat Daerah ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a konsideran ini, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Daerah.

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk
Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun
2018 tentang Rencana Pembangungan Jangkah Menengah
Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022;

Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 34 Tahun 2016 tentang
Kedudukan Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat

Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat ;

Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas
Unsur Unsur Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Barito Kuala;

MEMUTUSKAN :

: Pohon Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito KualaTahu

2017-2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang



KEDUA

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

: Pohon Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU,

merupakan pola pikir dan ukuran kinerja yang digunakan oleh
Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam menentukan
Indikator Kinerja Utama (IKU), Tamplet Singkronisasi Kinerja dan
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun 2017-
2022.
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POHON KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2017-2022

ESSELOM Il SEKDA

Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah No. 188.45/ 998 /SETDAS2018

KU |Kepastian hukum penyelenggaraan Perihal : Penetapan Pochon Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022
pemerintahan
1K Persentase produk hukum daerah yve
dievaluasi
kU |akuntabilitas kinerja PEMEAB
IK Milai LPPD
1K Milai SAKIP Kabupaten komponen
laporan
KU [Kualitas Pelayanan Publik
K Milai IKM Pemkab
ESSELOM Il AS. BID. PEMERINTAHAN ESSELOM Il AS. BID. PEMBANGUMNAN ESSELON Il AS. BID. KEMASYARAKATAN
KU |Meningkatnya penyelenggaraan kinerja bidang KU |Meningkatnya penyelenggaraan kinerja KU [Meningkatnya penyelenggaraan kinerja
pemerintahan bidang pembangunan bidang kemasyarakatan, humpro dan
K [Jumlah kebijakan pemerintahan umum dan 1K Ilumlah rumusan kebijakan bidang K |lumlah rumusan kebijakan bidang
otda ye dirumusankan dan diimplementasikan ekonomi dan pembangunan yang kemasyarakatan yang disusun
IE [lumlah penetapan batas administratif wilayah IK Perzentase SKPD melaksanakan IE |Persentase terfasilitasinya kegiatan KDH
antar kecamatan, desa, kelurahan dalam pengadaan barang dan jasa melalui
kabupaten kah. Barito kuala dan dengan LPSE
kabupaten tetangega
Ik, |Persentase komponen Laporan Kinerja SKPD K |Persentase cakupan wilayah
bernilai 15 penyebariuasan informasi pemberitaan
K jumlah aset tanah pemerintah daerah yangz IK |Persentase kebijakan hibah) bantuan
memiliki shp (persil) sosial tersalurkan tepat prosedur dan tepat
K |persentase kelembagaan perangkat daerah KU |Akuntabilitas Kinerja SETDA
yang dibentuk
' | persentase dokumen sop yang diterhitkan K |Nilai SAKIP SETDA
melalui perbup
KU [Akuntabilitas Kinerja SKPD
IK |Persentase SKPD dgn Milai SAKIP minimal B
I |Dokumen LKP] disampaikan tepat waktu ke
DPRD
IE |[Status RAN HAM kabupaten
|
ESSELOMN Il PEMERINTAHAM ESSELOM 1l ORGAMISASI ESSELOMN Il HUKUM ESSELON Il EKOBANG ESSELOM 1l P2B) ESSELOM I KESRA ESSELOMN Il HUMPRO ESSELOM HI UMUM
KU|Meningkatnya efektivitas penerapan KU [Meningkatnya efektivitas penerapan kebijakan KU [Meningkatnya kualitas produk hukum KU [Meningkatkan efektivitas penerapan KU |Meningkatkan kualitas layanan P2BI KU [Meningkatnya penerapan kebhijakan KU |Meningkatnya penyebarluasan info KU |Pemenuhan kebutuhan sarpras
kebijakan bidang pemerintahan bidang organisasi kabupaten berupa perda, peraturan bupati kebijakan ekonomi dan pembangunan kesejahteraan sosial pembangunan ke masyarakat rumah tangega bupati dan Sekretariat
IK |Persentase fasilitasi penyelesaian ketertiban IK |Persentase kebijakan bidang organisasi yang IK |Persentase RAPERDA yang diajukan sesuai IK |Persentase kebijakan bidang ekonomi, Ik |Persentase pelaksanakan pengadaan IK |Persentase kebijakan bidang kersa yang IK |Persentase terfasilitasinya keprotokolan IK |Persentase pemenuhan kebutuhan
umum diimplementasikan PROLEGDA pembangunan fisik prasarana dan pertanian barang dan jasa sesuai ketentuan diimplementasikan pimpinan carana dan prasarana SETDA sesuai
yang diimplementasikan REBLU
IK |Persentase fasilitasi ketersediaan LPPD dan Ik |Persentase SKPD Pelayanan yang memiliki IK |Persentase tersedianya produk hukum KU | Meningkatnya ketersediaan infrastruktur K |Persentase SKPD yang menyusun SIRUP IK. |Persentase permohonan bantuan Ik |Persentase kegiatan pemeritahan dan I |Persentase pemenuhan kebutuhan
LEP] tepat isi dan waktu nilai kinerja pelayanan =80 daerah yang berkualitas/sesuai peraturan publik yang terintegrasi masyarakat yang diberikan rekomendasi pembangunan yang dipublikasikan sarana dan prasarana RT bupati dan
pembentukan perundang-undangan sesuai ketentuan wakil bupati sesuai RKBU
IK |Persentase fasilitasi penyelesaian batas K |Persentase SKPD vang memiliki dokumen ANIAB IK. |Persentase pengadaan infrastruktur publik KU [Meningkatnya fasilitasi pembinaan IK |Persentase pengaduan masyarakat yang IE |Persentase aset terinventarisir
administratif wilayah antar kecamatan, desa, dan ABK yang sesuai kebutuhan kegiatan umat beragama ditindak lanjuti SKPD
kelurahan dalam kabupaten Kab. Barito Kuala
dan dengan Kabupaten tetangga.
IK |lumlah persil tanah pemda yz memiliki SHP kU |Fasilitasi peningkatan SAKIP Kabupaten IK |Persentasze terfasilitasinya agenda kU [akuntabilitas kinerja SETDA
peningkatan pengalamalan nilai-nilai
I, |Persentase kerjiasama yang Ik, |Persentase ketersediaan dokumen LEIP 1K |Persentase pemenuhan dokumen
terealisasifditindak lanjuti/implementasi kabupaten tepat isi dan waktu SAKIP Sekretariat Daerah yve singkron
KU Tumbuhnya kesadaran dan partisifasi Ik, |Persentase SKPD dgn Komponen Laporan 1K |lumlah temuan LHP yg ditindak
masyarakat terhadap peringatan nilai Kinerja 'bernilai 15' (dari 47 SKPD lanjuti
IK, |Peningkatan kesadaran dan partisifasi K |Tertib administrasi kepegawaian
masyarakat terhadap peringatan nilai u
kebangsaan
1K |Persentase fasilitasi penataan
administrasi kepegawaian ASN yang
ESSELON IV PERENCANAAN &
ESSELONM IV BINA OTDA ESSELON IV AKUNTABILITAS KINERIA ESSELON IV PRODUK HUKUM ESSELON IV BINA PEREKONOMIAN MASYARAKAT ESSELON IV PENGADAAN ESSELON IV BINA KESEJAHTERAAN ESSELON IV PEMBERITAAN & DOKUMENTASI KEPEGAWAIAN
kU | Mengkampilasi informasi dan bahan KU [Mengkompilasi informasi dan bahan KU [Meningkatnya fasilitasi pembentukan KU |Mengkompilasi informasi dan bahan KU |Meningkatnya fasilitasi dan konsultasi KU [Pengkompilasi informasi dan bahan KU |Penyebariuasan berita dan KU |Eelengkapan Dokumen SAKIP Setda
kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah kebijakan akuntabilitas Kinerja produk hukum daerah kebijakan perekonomian masyarakat layanan pengadaan B/] kebijakan kesejahteraan rakyat pendekomuntasian kegiatan pimpinan
IK |lumlah fasilitasi dan evaluasi IK. [Jumlah fasilitasi penyusunan laporan kinerja IK. |Persentase draf produk hukum daerah yang IK. |lumlah fasilitasi rapat koordinasi kebijakan Ik |lumlah SKPD dibina dim proses pengadaan 1K [lumlah Dokumen evaluasi implementasi K |lumlah kerjasama pemberitaan Ik |lumlah Dokumen RENSTRA
penyelenggaraan otonomi daerah SKPD (sosialisasifworkshop) diverifikasi ekonomi masyarakat B/1 melalui LPSE kebijakan kesejahteraan rakyat
KU |Menyusun Bahan Laporan Kinerja Ik |tersedianya informasi kinerja SKPD periodik 1K [Jumlah produk hukum PERBUP, 5K Bupati K |Jumlah dokumen evaluasi implementasi IK. |Persentase permohonan bantuan bidang IK |siaran pemberitaan melalui RSPD IE |Jumliah Dokumen REMIA
yang dievaluasi kebijakan pembangunan ekonomi masyarakat kesejahteraan yang ditindaklanjuti sesuai
ketentuan
IK. |LEP] disusun selesai tepat waktu Ik, [Jumlah fasilitasi perbaikan SAKIP SKPD K |lumlah oplah media massa resmi daerah 1K |lumiah Dokumen LEIP
[zosialisasifworkshop/konsultasi) yang diterbitkan (batola membangun)
IK. |LPPD disusun selesai tepat waktu kU [Menyusun Bahan Laporan Kinerja IK |Persentase kegiatan KDH ye diliput dan kU |Fasilitasi administrasi kepegawaian
didokumentasikan ASN lingkup setda
K |LEIP KAB selesai tepat waktu IE [lumiah pegawai yang administrasi
kepegawaiannya dilayani secara
|
ESSELON IV BINA PEMBANGUMNAN FISIK
ESSELOM IV PERTANAHAN & BAWIL ESSELON IV KETATALAKSAMAAN & INOVASI ESSELOM IV BANTUAN HUKUM & HAM PRASARANA ESSELOM IV PERENCAMNAAN 5 PENDATAAM ESSELONM IV BINA KEMASYARAKATAMN ESSELON IV KOMUMIKASI PIMPINAM DAERAH ESSELOM IV TATA USAHA DAN KEUANGAN
KU Mengkompilasi informasi dan bahan KU [Menyusun dan mengevaluasi penerapan KU [Meningkatnya fasilitasi permasalahan KU | Mengkompilasi informasi dan bahan KU |Meningkatnya layanan SIRUP KU [Mengkompilasi informasi dan bahan KU |Fasilitasi kemunikasi kebijakan KDH kU |Ketersediaan dokumen Laporan
kebijakan penyelesaian masalah pertanahan kebijakan ketatalaksanaan ocrganisasi hukum terhadap penerbitan produk hukum kebijakan pembangunan fisik prasarana kebijakan kemasyarakatan Keuangan sesuai SAP
dan batas wil perangkat daerah daerah dan kebijakan penyelenggaraan
pemerintahan
IE |Jumlah titik batas kabupaten ditangani IE. [Jumlah pembinaan dan evaluasi penerapan 1K, [Jumlah perkara yang difasilitasi I [Jumlah fasilitasi rapat keordinasi kebijakan Ik [Jumlzh SKPD menyusun rencana umum 1K [Jumliah Dokumen evaluasi implementasi 1K [Jumlah kebijakan KDH yg dikemunikasikan I |Persentase 5P) sesuai SAP
ketatalaksanaan organisasi perangkat daerah pembangunan fisik prasarana pengadaan barang dan jasa kebijakan kemasyarakatan ke masyarakat
IK |lumlah titik batas kec/desa/kel diselesaikan Ik, |Persentase SKPD pelayanan yang dinilai 1K [lumlah fasilitasi dan evaluasi RAN HAM IK. |lumlah dokumen evaluasi implementasi Ik |Persentase dokumen hasil lelang IK. |Persentase permohonan hantuan bidang KU |Penanganan pengaduan masyarakat 1K |lumizah temuan laporan hasil
kineria pelayanannya kebijakan pembanguan fisik prasarana terarsipkan kesejahteraan vang ditindaklanjuti sesuai pemeriksaan keuangan SETDA
kabupaten ketentuan
I |lumlah pembinaan dan monev pengadaan 1K [Jumlah S0P yang ditetapkan Ik |Persentase pengaduan masyarakat yg I |Dokumen LK semesteran
tanah pemerintah daerah diterima dan diverifikasi
IE |Jumlah persil tanah pemerintah daerah yang IE. |Persentase SKPD menyampaikan hasil Survey 1K |Dokumen LE Akhir Tahun
diajukan S5HP Kepuasan Masyarakat tepat waktu
IK |Inventarisasi tanah aset dan permasalahan KU [Meningkatnya Inovasi Pelayanan
pertanahan pemerintah daerah
K [Jlumliah inovasi kinerja SKPD yve dikembangkan
ESSELON IV BINA PEN MRS ESSELON IV KELEMBAGAAN, ANALISIS DAN ESSELONM IV PENYULUHAN & DOKUNMENTASI FSSELON IV BINA PERTANIAN ESSELON IV KERJASAMA LEMBAGA ESSELON IV PROTOKOL ESSELON IV PERLENGIAPAN &:RE
FORMASI JABATAN HUKUM KEAGAMAAN
KU |Mengkompilasi informasi dan bahan KU |Menyusun dan mengevaluasi penerapan KU |Meningkatnya masyarakat yang KU [Mengkompilasi informasi dan bahan KU |Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi KU [Meningkatnya kualitas pelayanan KU |Penyediaan zarana dan prasarana
kebijakan penvelenggaraan pemerintahan kebijakan kelembagaan perangkat daerah mengetahui, memahami peraturan hukum kebijakan pertanian pelaksanaan kegiatan keagamaan keprotokolan KDH kantor dan KDH
IK. |lumlah keriasama daerah ye difasilitasi K. [lumlah jabatan yang memiliki Anjab pada IE. [lumiah masyarakat yang disosialisasi IK. |lumlah fasilitasi rapat koordinasi perumusan 1K [lumlah fasilitasi kegiatan keagamaan 1K |lumlah kegiatan KDH difasilitasi 1K |lumiah dokumen terkait pemenuhan
SKPD ve sdh dievaluasi kebijakan pertanian (keprotokolan) sarana dan prasarana
IE. |Persentase permasalahan ketertiban umum yg IE [Jlumlah jabatan yang memiliki ABE pada SKPD IE. [Jlumlah produk hukum yang IE [Jumlah Dokumen evaluasi implementasi IE [lumlah Dokumen evaluasi implementasi I |Persentase aset yang tercatat dalam
ditangani ve sdh dievaluasi disosialisasikan kebijakan pertanian kerjasama keagamaan buku inventaris barang
K [Jlumlah organisasi perangkat daerah yang KU [Meningkatnya kualitas informasi produk IK. |Persentase permohonan bantuan bidang IK |Persentase terpenuhinya peralatan
dievaluasi hukum daerah keagamaan yang ditindaklanjuti sesuai dan perlengkapan kantor dan rumah
ketentuan tangga KOH dalam kondisi baik
IE [Jlumlah produk hukum daerah yang KU |Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi
terarsipkan dengan baik (manual / pelaksanaan MTO
elektronik)
1K [lumlah kegiatan MTO dilaksanakan




SINGKRONISASI RPJMD DENGAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH 2017-2022
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(PERSIL)
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ADMINISTRATIF WILAYAH
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KABUPATEN KAB. BARITO KUALA
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